
KERjiERTERIAN

PEMBERDAtlAAN  PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ARAR
REPUBLIK  INDONESIA

SxLaxlaga

NOTA KESEPAHAMAN

ARTTARA

PT XL A=EIAffA TE§K

DART

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPEJAAV DAN PERLIRTDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

TEEFT4AARTG-

PERAN SERTA DALAM PENYELENGGARAAAV PROGRAM PEMBERDAYAAN

PEREREPHAH

N®MORg 027/XL/X/2®24

NOM®R: 012/Men/KL.®1/ 10/2024

Nota  Kesepahanan  ("N®ta  Kesepahaman")  inn  dibuat  dari  ditandatangani  pada
tanggal 14 0ktober 2024 ("Tanggal Efektif') oieh dan antara:

1.   PT   XL   Axiata   Tbk,   suatu   perseroan   terbatas   terbuka  yang   didirikan
berdasarkan  hulfllm  Negara  Republik  Indonesia  dan  berkedudnkan  di  XL
Axiata Tower, J1. H.R. Rasuna Said X5 Kav.  11-12, Kuningan Timur, Setiabudi,
uTakarta Selatari, kode poe 12950, dalaln` hal ira diwaldii oleh Dfafi Sisi#arini,

selaku Prestden Direktrir bertindak untuk dan atas flama PT XL Axiata, Tbk. ,
selanjutnya disebut "Pihak Peftama";

DAIV

2.    Ke==Eeffiterian Permfeerdayaan Pem&foerdayaam PeffeffipHaffi dan PerEinduffigaffi

Aflak Repubiik indonesia, berkantor di Jalafl Medari Merdeka Barat Nomor
15,  Jakarta Pusat  10160  dalam hal ini diwaldli oleh I  Gusti Ayu  Bimtang
Darmawati  selakH  Menteri  Pemberdayaan  Pen.berdayaari  Perempuan  dan
Pel--1indungari    Anak    -Ljel'`indak     iinJLuk    dali    aJias    nana    Kemen`i.erian

Pemberdayaan     Pemberdayaari     Perempuan     dari     Perlindungan     Aflak,
selanjutnya disebut espihaEE Keduar' .

Pihak Peatama dan Pihak Kedua untutz selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagal "Papa Pihak" dan masing-masing disebut sebagai `'PihaE".
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Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagal berifut:

a.     bahwa pihak pertama adalah perusahaan yang bel'gerak di bidang penyelenggara

jaringan dan jasa telekomunikasi di wilayah Repub]ik Indonesia sesuai dengan
izin yang dimjlifroya.

b.   bahwa     Pihak     Kedua     adalah     kementerian    yarig     mempunyai     tugas
menyelenggarakari urusari pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan
dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan ariak;

SBLANJUTNYA, berdasarkan hal-hal tersebut di alas, maka Para Pihak sepakat untuk
saling  mengikatkan  diri  dalam  Nota  Kesepahaman  dengan  syarat  dari  ketentuan
sebagai beriket:

Pasal 1
TUJUAN

(1)    Para   Pihak   sepakat   untuk   melakukan   distmsi   dan   mempelajari   utuk
dilakukarmya keg.a sama antara Pal`a Pihak mengenai Program Pen.berdayaan
Perempuan   ("Program")sesual   dengari   syarat   dari   ketentuan   dalam   Nota
Kesepchaman ini.

(2)   Untuk menghindari keragu-raguan, Para pihak setuju bahwa Nota Kesepahaman
ini  memililri  tujuari  tunggal  untuk  mewujudiran  pemberdayaan  Perempuan
melalui partisipasi dunia usaha.

(3)    Dalam hal diperlukan dan disepakati oleh Para Pihak,  maka Para Pihak akan
mengatur  lebih  lanjut  ketentuari  dalam  Nota  Kesepahaman  ini  dalam  suatu

pen.amjian  tertulis yang  ditandatangani  oleh  Para  Pihak.  Untuk  menghindari
keraguan, dalam hal tidak adanya perianjiari sebagainaari dimaksud pada ayat
ini, maka Nota Kesepahaman ini berlaku mengikat bagi Para Pihak terhitung sejak
Tanggal EfeRE.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahamari ilri mefiputi:
a.   menyediakan sesi pelatihan dari bimbingari tekris foagi perempuan lndofi. esia

untuk memperkuat keterampilan mereka di berbagal bidang;
b.   pembuatan dan penyebarluasan materi Komunikasi, IIiformasi, dan Edukasi

terkait Pemberdayaan Perempuan;
c.   pertukaran data dan/atau informasi yang bersifat publik; dan
d.   program dan/atau kegiatan lain yar]g disepakati Para Pihak.
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(2)   Para Pihak sepakat akan menugaskan walril dan/atau fuasanya di dalam rangka
pelaksanaan    Nota    Kesepahanan    iri,    untuk    melakukan    pemhahasan,
pemhiearaari maupun perundingan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan
Program berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

(3)    Masing-masing Pihak akan menangguqg sendiri biaya serta beban yang timbul
dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman iri berlaku untuk jangka waktu 3  (tiga)  tahun terhitung sejak
tanggal ditandatamgani dari dapat diperpanjang sesual kesepakatan Para Pihak.

Pasal 5
KERARASIAAN

(1)    Dalam  Nota  Kesepahaman  ira,  6`Inf®rmasi  Rahasia"  adalah  semua irformasi
dalam bentuk apapun juga, telmasuk Data XL, yang bukan merupakan informasi

publik (masyarakat umum) dan berdasarkan peruntukarmya merupakan sesuatu
yang rahasia atau ditentukan sebagai rahasia oleh Pihak yang menyampaikan
(C6i9ffiai= -¥-ang in-enyampaiiEan"-) , termasuk namun tidak terbatas kepada:
a.   dari  Pihak  Pertana,  rincian  arsitektur  jaringan  Pihak  Pertama  (7tetr{;orfe

architecfro7ie),  dafter  pengguna  Pihak  Pertama  (termasuk  rincian  data  dan
informasi di dalanrrya atau yang terkalt dengan hal tersebut) , 1flmci enkripsi,
semua  hak  kekayaari  intelektual  pada  data  Pihak  Pertama  dan  semua
informasi tentamg Pihak Pertama yang diperlukali terkalt keg.asama dalam
Nota Kesepahamari ini, informasi jaringan dan informasi bisnis dari semua
informasi yang terkalt telmasuk rencana bismis dan rincian  atau rencana
kegiatan, pertanyaan dan/ atau keluhan pengguna Pihak Pertama ("Data XL") ;

b.   darn  sisi  kedua belah  Pihak,  ide,  konsep,  tema,  desain,  dan  hal-hal  lain,
sepanjang  penyampaian hal-hal tersebut  kepada  Pihak yang lain tercatat
melalui emafl atau secara tertuHs;

c.   informast mengenal keadaari keuangan salah satu Pihak;
d.   struktur manajemen, atau karyawan, kehijakan, dan strategi dari salah satu

Pihak; dan
e.   ketentuan Nota Kesepahaman ini.

(2)    Kecuali  sebagainana  ditentukan  dalam  Pasal  5  ini,   Pihak  yang  menerima
Irformasi   Rahasia  (untuk  selanjutnya  6`Pihak   Penerima")   dilarang  untuk
memt)uka Infolmasi Rahasia yang disampaikan oleh Pihak yang menyampaikari
lnformasi  Rahasia (untuk  selanjutnya "Pihak  Yang  Menyampaikan")  kepada

pihak ketiga manapun tanpa persefujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Yang
Menyampaikan. Pihak Penerima harus menggunakan setidalan:ya tingkat kehati-
-natian yang sama untuk mencegah pengungkapan ln±^ormasi Rahasta tersebut

seperd yang dilakukarmya untuk menghindari pengungkapan, publikasi,  atau
penyebaran yang tidak sah atas informasinya sendiri yang memili]ri sifat serupa.
Lebih lanjut, Pihak Penerima dilarang untuk:
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a.   mempergunakan    lnformasi    Rahasia    selain    untuk    pelaksanaan    Nota
Kesepahanan ini; atau

b.   memiliEL hak alas Irformasi Rahasia; atau
c.   menolak  dengan  alasan  apapun juga  (termasuk  pelanggaran  Pinak  Yang

Menyampai]ran   alas   ketentuan   Nota   Kesepahaman   iri)   untuk   segera
mengembalikali Irformasi Rahasia mflik Pifeak Yang Menyampaikan apabila
dimiata.   E2thak   Penerima   harus   segera   mengembafikan   semua   safinan
lnformasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan berdasarkan permintaari
Pihal± Yang  Menyampaikari  dalam  bentuk yang  diminta  secara wajar  oleh
Pihak Yang Menyampaikan atau harus berdasarkan permintaan Pihak Yang
Menyampaikan urrfuk men9hancurkari Informasi  Rahasia milik Pihak Yang
Menyampaikan.    Para    Pihak    harus    mengambil    1arlgkah-1angkah   yang
diperlukan    agar    karyawan   masing-masing    Pihak    menaati    ketentuan
kerahasian dalam Pasal 5 ini, termasuk dengan mengikat karyawan mereka
secara tertulis dalam perianjian kerahasian apabila dipandang perfu.

(3)   Terkalt Data XL, Pihak Kedua hanya boleh menggunakan Da.ta XL untuk tujuan
Nota Kesepahaman, namun Data XL yang mengandung infolmasi finansial tidak
boleh digunakan terkecuali disetujui oleh Pihak Pertana.

(4)    Pengeouafiafl:
a.   kewajiban kerahasian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 tidak berlaku untuk

informasi tertentu milik Pihak Yang Menyampaikan yang dapat dibulrfukan
oleh Pihak Penerima:
i.         telah, pada saat disampaikan oleh pihak Yang Menyampaikali, menjadi

informasi   publik   (masyarakat   umum),   atau   kemudian   menjadi
informasi publik (masyarakat umum) bukari dikarenakan pelanggaran
Pihak Penerima terhadap ketentuan Pasal 5; atau

ii.        telah   dimiliki   oleh   Pihak   Penerina,    tanpa   adanya   kewajibari
kerahasiaari pada saat diterima oleh Pihak Penerima; atau

iii.       telah diterima sebefumnya dari pihak ketiga yang memiffi hah yang sah
alas Informasi Rahasia tersebut tanpa adanya kewajiban kerahasaiaan;
atau

iv.       dikembangkan secara independefl oleh pihak penerima tanpa adanya
referensi dan/atau rujukan terhadap  lnformasi Rahasia milik Pihak
Yarng Menyampalkan.

b.   Pihak Penerima tidak akan dianggap melamggar kewajibarmya berdasarkan
Pasal 5 apabfla penyampaian Irformasi Rahasia dilakukan:
i.        kepada   instansi    Pemerintah   yang   berwenang    mengatur    atau

ii.

mengeluarkan  izin  tentang  hal-hal  yang  dipeH.anjikan  dalam  Nota
Kesepahaman ini; atau
-berdasarkan  perintah  yang  dikeluarkan  oleh  badan  per&dflan  atau

instansi  Pemerintah  lairmya yang  berhubungan  dengari  penegakari
hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final.
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(5)   Tidak  Ada  Kewajiban.  Keouali ditentukan lain secara togas dalam  Pasal lain
dalan Nota Kesepahaman ini, tidak ada satu ketenfuan pun dalam Pasal 5 yang
meninbulkan:
a.   kewajiban bagi Pihak dalam Nota Kesepahaman ini untuk menyampaikan

lnformasi Rahasia miliknya kepada Pihal= yarig lain;
tj.   hal±  atau  ijin penggunaan  alas  lnformasi  Rahasia milik  Pihak yang  lain;

dan/stan
a.   pemberian hak dalam bentuk apapun mengenal lnformasi Rahasia dari pinak

Yang Menyampaikan ke Pihak Penerima.

(6)    Pealindungan Hukum. Para Pihak mengakui bahwa Pihak Yang Menyampaikan
memegang semua hak, kewenangan, dan kepentingan dalam Informasi Rahasia
Para Pihak selanjutnya mengakui dan sepakat bahwa Informasi Rahasia tersebut
bersifat  khusus,  uflik,   dan  tidak  biasa,  yang  pengun8kapanya  dan/atan
penyalahgunaan akan menimbulkan kerusakan yang tak tergantikan dan segala
bentuk pengumgkapan dan/ atau penyalahgunaan penggunaan Informasi Rahasia
tersebut  secara  tidak  sah  akan  meninbulkan  kerusakan  yang  tidak  dapat
diperbaiki oleh Pihak Yang Menyampaikan.  Mepgingat keunikari sifat Informasi
Rahasia tersebut,  selain  semua tindakan  perbaikan/ganti  rugi yang  tersediaa
berdasarkan  hukum  yang  berlakei  di  Indonesia,  Pihak  Yang  Menyampaikan
berhak mencari perlindungari hukum atau tindakan perlindungan hear biasa
lailmya di muka pengadilan yang berweriang demi mepegalckan kewajifean Pihak
Penerima berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

(7)    Semua data lnformasi  Rahasia disediakan "sebagaimana adamya".  Para Pihak
tidak memberikan jaminan apapun, tersurat, tersirat atau lairmya, menyangkut
akurasi, kelen8kapan atan kineH.a data tersebut, keouali jaminan bahwa Pihak
Yar}g   Menyampaikan   berwenar}g   untul±   meyampaikan   Informasi   Rahasia
tersebut.

(8)    Kewap.iban yang  diatur dalam  Pasal 5  mengikat Para Pihck  dan tetap berlaku
selama 5  (lima)  tahim setelah pengamiran atan habisnya nasa berlalfli  Nota
Kesepahaman ihi.

Pasal 6
HUKUM YANG BERLAKU DAN PBNRELESAIAN PERSELISIHAN

(1)    Nota  Kesepahaman  iri  tunduk  pada  dari  oleh  karenanya  harms  ditafsirkan
berdasarkan    pada    ketentuan    peraturan    perundang-undangan    Repuhlik
Indonesia.

(2)    Perbedaan   pendapat   atau   persefisihan   yang   timbul   antara   Para   Pihak
sehubungan delngan pelaksanaan atau penafsirari Nota Kesepahaman inn atau
segala  sesuatu yar}g  bertalian  dengan pelaksanaari  Nota  Kesepahanan,  atau
masalah-masalah  yang  .berhu-bungan  dengannya,  akari  diselesaikan  terlebih
dahulu dengan mueyawarah antara Para Pihak.

(3)   Apabila dalam waifeu 30 (tiga pulth) hard kalender sejak disampaikannya maksud
untuk menyelesaikan masalali secara musyawarah oleh salah satu Pihak kepada
Pihak  lairmya,  melalui  surat  tertulis,  Para  Pihal±  tidak  dapat  menyelesaikan

-5- „
www.gonitro.com

https:jdih.kemenpppa.go.id


perselisihan secara musyawarah, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan
masalah  tersebut  dengan  cara  arbitrase  melalui  Badan  Arbitrase  Nasional
Indonesia ("BANE") sesual dengan peraturan BANI dan/atan  hukHm acara yang
disepakati oleh Para Pihak. Arbitrase tersebut harus diselenggarakan di Jakarta,
Indonesia dan menggunakari bahasa Indonesia.

(4)    Sepanjang   bukan   mengenal   pokok  permasalchan  yar]g   dipersengketa-kan,
seluruh ketentuan dalam rN-ota Kesepahaman tetap -berlaku dari Para Pihak tetap
wajib melaksanakari kewajibarmya masing-masing sampal persefisinari tersebut
mendapatkan  penyelesalarmya,  baik berdasarkan hasil  muayawarah  maupun
berdasarkan keputusan BANI yang fiflal dan mengikat, dan akan dilaksaflakan
secara sukarela.

Pasal 7
PERUBAHARI

Perubahan atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dibuat
dan  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  bersama  di  antara  Para  Pihak  yang
dituangkan  secara tertulis  dari  ditandatangarii  oleh  Para  Pihak.  Perubahan  atau

penambahari tersebut merupakari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahanan irri.

Pasal 8
KETENTUAN TERPISAH

(1)   Jika suatu ketentuan dalam  Nota Kesepahaman iri dinyatakan atau menjadi
tidak  sah,  tidak  berlaku,  atau  tidak  dapat  dilaksanakan  baik  sebagian  atau
seluruhnya,   maka   ketidakabsahan,   ketidakberlafuan,   atau   tidak   dapat
dilarfukannya tersebut hanya berlaku terhadap ketentuan tersebut atau bagian
dari ketentuan tersebut, dan hagian lain darn ketentuan tersebut serta ketentuan-
ketentuan lain darn Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh atau terganggu dan
karenanya tetap berlaku secara penuh.

(2}    Dalam hal demi]riari, Para Pihak akan menandatangani dokumen-dokumen yang
diperlukan untuk membuat agar ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku, atau
tidak dapat dilaksanakan tersebut menjadi sah, berlakLi, atau dapat dijalankan,
atau  urfuk  memberlakul€an  ketenfuan  atau  ketentuan-ketenfuan  barn  yang
mengembalikari     Nota     Kesepahaman     ini     sedekat     munghin     dengan
keinginan/kehendak atau tujuan Para Pihak dengan ketenfuan yang semula.

Pasal 9
PENGELIHAN

Tidak  satu  Pihak  pun  dapat  mengalihkari  sebagiari  atau  seluruh  hak  dan/atau
kewajibarmya  berdasarkan   Nota  Kesepahamari  ini  kepada  pinak  ketiga  tanpa

persetujuan tertufis darn Pihak lainnya.
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Pasal 10
PEMBERETAHUAN /  K®RESPORTDENSI

(1)    Setiap  pemberitahuan  atau  korespondensi  dalam  ranal=a  pelaksanaan  Nota
Kesepahaman ini, wajib dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui surat
tercatat,  faksini]i atau diserahkari secara langsung, dari dialamatkan ke:

PIHAK PERTAMA :

PT XL Axiata Tbk
XL ithata Tower
iJ1.  H.R.  Rasuna Said X5 Kav.11-12

Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950
Up. : Adelia Theresa Panjaitan
Emafi: adeliat@cl. co.id

PIEHEL KEDUA

KEMENTBRIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDtJNGAN ARAK

REPUBLIK INDONESIA
J1. Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta,10160
Up. : Kepala Biro Hu±mm dari Hubungari Maayarakat
Tip.  : (021) 3448574

Emall : keq.asana@kemenpppargo.id

(2)  Jika teg.ajdi perubahan alamat korespondensi dari salah sa.tli Pihak, maka yarig
bersan9kutan waji-b segera memberitahukan aiamat terbarunya kepada Pifiak lain
secara tertulis dalam wakfu selambat-1ambatnya 7 (tujuh) hard kalender sebelum
terf adinya perubahan.

Pasal 12
PENGAKHIRAN

( 1)    Nota Kesepahanan ini dapat diaELin deflgan ketentuan sebagal tDerikut:
a.   dapat dialchiri oleh suatu Pinak, dengan cara memberitahukari Pihak lainnya

secara tertulis tidak kurang darn 30 (tiga prfuh) hari kalender sebehim taflggal

pengaldiran Nota Kesepahaman;
fo.   Para Pihak mengikathan diri dalam suatu Peg.anjian yang menggantikali Nota

Kesepahanan iri;
c.   dapat diakhiri secara seketika dengari pemberitahuan tertihis apabila Fthak

yarig lain melanggar ketentuan yang terdapat dalam Nota Kesepahaman ini
("Pihak Wanprestasi") , dengan ayarat Pihak Wanprestasi telah diberitahukan
secara tertufis mengenal pelanggaran yang  dilakukarmya dan gagal untuk
melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukarmya dalam waktu 30

(tiga puluh)  hari kalender setelah pemberitahuari  secara tertulis dari  Pihak
yang lain mengenal pelamggararmya;
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d.   di   kemudiari   hari   terdapat   ketentuan   perundang-undangari   dan/atau
kebijakari   pemerintah   yang   tidak   memungkinkan   dilanjutkarmya   Nota
Kesepahanan iri;

e.   dapat diakhiri secara seketika dengan pemheritahuari tertulis apabila Pihak
lairmya dinyatakan paffit, dfiikuidasi atatl dalam proses likuidasi;

f.    dapat  dialchiri  secara  seketika  dengan  pemberitahuan  tertulis  apabila ijin
usaha Effiak 1-alrmya di`batalkan a.tau di-ca-but ol'eh pemerintah; d.an

9.   dapat diakhiri secara seketika dengan pemberitahuan tertulis apabila Pihak
lairmya melanggar ketentuan perundang-undarigan yang berlaku.

(2)    Para Pihak sepakat untuk mengesampin8kan berlakunya ketentuan Pasal 1266
ELtab Undang-undang Hrfum Perdata terhadap Nota Kesepahanan iri, sehingga
pengakhiran dengan alasan tersebut di alas secara sah cufup dilakuTrian melalui
pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.

(3)    Dalam hal Nota Kesepahaman ini beralifeir atan diakhiri, maka segala hak dan
kewaj.iban Para Pihak yang masth ada setelah berakhir atau  dialthirin:ya Nota
Kesepahaman harus tetap dflaksanakan sampai selesal oleh Para Pihak.

Pasal 13
LAIN-LATRI

Lampiran-1ampiran dari Nota Kesepahaman (apabila ada) ini merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan serta mempunyal kelniatan hufum yang sana serta mengikat
seperti hainya pasal-pasal lain dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 14
BATASAN TANGGUNG JAWAB

Salah satu Pihak tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak lainnya alas setiap
kerugian konsekuensial atan kerugian tidak langsung, kerugian besar atan khusus,
termasuk kehilangan keuntungan, yang diahibatkan pelanggaran atau Wanprestasi
berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
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DEMIEHANLAH N®TA KESEPAHAMARI IENI DEBHAT dalam rangkap 2 (dua) ashi dan

ditandatangal oleh Para Pinak pada hard, tanggal dan tahun tersebut di alas.

PIHAK PERTAMA,

PT XL AXIATA, Thk.

PIHAK KEDUA,

KBMENTERIAN            PEMBERDAYAAN

PBRREMPUAN   DAN   PERLINDUNGAN

ARAK RBPUBLIK INDONESIA
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